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ABSTRACT 

 

The Dayak Iban Menua indigenous community of Sungai Utik, Kapuas Hulu 

Regency, West Kalimantan Province, has a strong bond with their customary land 

as a place of residence, a source of livelihood, and a cultural identity passed down 

through generations. The implementation of customary land registration for these 

indigenous communities aims to strengthen the recognition of customary rights and 

improve community welfare. To provide legal certainty over customary areas, the 

government is implementing a customary land registration program by issuing 

Management Rights Certificates (HPL). 

This research uses a qualitative method with a phenomenological approach 

to see and understand the direct experience of the community regarding the 

implementation of customary land registration. This research data was taken from 

observations, interviews, and document studies of land offices, customary law 

communities, village officials, traditional institutions, and parties involved in the 

implementation of customary land registration. 

The results of this study indicate that customary land registration provides 

certainty for the customary land of the Dayak Iban Menua Sungai Utik customary 

law community. Most customary law community groups welcomed the 

implementation of land registration carried out by the government on their 

customary land. However, after the HPL was issued, issues arose that worried the 

community regarding tax payment obligations that were not transparently 

communicated at the outset, and doubts about the benefits obtained from the 

customary land registration. Furthermore, there were concerns that a lack of 

knowledge regarding regulations and administrative responsibilities could impact 

the sustainability of customary territories and community participation in the 

implementation of customary land registration. 

Therefore, the implementation of customary land registration requires 

improvement through a more participatory, transparent approach, and an emphasis 

on the cultural principles governed by customary law. Therefore, the fundamental 

goal of customary land registration is not merely the legalization of administrative 

rights, but must truly guarantee the protection of indigenous peoples' rights and the 

comprehensive protection of customary land and the sustainability of customary 

territories. 

 

Keywords: Dynamics, Customary Land Registration, Management Rights, Dayak 

Iban Menua Sungai Utik Customary Law Community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan bagian dari spiritualitas, 

identitas budaya, dan struktur sosial masyarakat lokal khususnya masyarakat 

hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Desa Batu Lintang Kabupaten 

Kapuas Hulu. Masyarakat adat memandang tanah bukan hanya sebagai milik 

pribadi, melainkan sebagai ruang hidup komunal yang telah diwariskan turun-

temurun dan dilindungi serta dirawat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri 

(Simanjuntak, 2025). Kelompok masyarakat adat sangat terkait dengan 

pengetahuan, tradisi, dan praktik daerah mereka. Kearifan lokal yang mereka 

miliki mengandung nilai-nilai positif dan merupakan salah satu aspek warisan 

budaya. Kearifan lokal ini mencakup komponen-komponen seperti sejarah, 

ritual-agama, dan pedoman yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut 

(Akmal, 2021).  

Terkait perlindungan pada masyarakat hukum adat, penguatan dalam 

pengakuan formalnya pemerintah menetapkan komunitas masyarakat hukum 

adat secara resmi melalui peraturan daerah untuk menegaskan subjek hukum 

adat yang diakui. Selain pengakuan masyarakat hukum adat, pemerintah 

melakukan inventarisasi dan pemetaan tanah ulayat sebagai dasar perlindungan 

administrasi, pemberian hak atas tanah komunal dan pelaksanaan pendaftaran 

tanah ulayat serta penetapan hak pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum 

adat (Jannah et al., 2022). Untuk memastikan perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat, dibutuhkan kebijakan yang bisa menghubungkan 

hukum adat dengan hukum negara secara adil dan seimbang. Ini meliputi 

peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan lahan, pemberdayaan 

mereka dalam sistem administrasi pertanahan, serta penyelesaian sengketa 

yang berlandaskan pada prinsip kearifan lokal. Pendekatan yang melibatkan 

semua pihak serta partisipatif menjadi dasar dalam menciptakan keadilan 

agraria yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2025). 
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Pendaftaran Tanah ulayat merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

dilakukan karena mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat. 

Dari hasil pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat di Kecamatan 

Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dibeberapa lokasi dan 

masyarakat hukum adat yang menjadi subjek dalam pendaftaran tanah ulayat 

yaitu Desa Batu Lintang pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua 

Sungai Utik dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kulan, Desa 

Langan Baru pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ungak, dan 

Desa Menua Sadap pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua 

Kelayam. Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik ini dikenal 

sebagai pelopor dalam pengelolaan hutan adat berkelanjutan di Kalimantan 

Barat, yang menggambarkan prinsip-prinsip adat, pelestarian lingkungan, dan 

kebijakan pertanahan nasional berkontribusi dalam membantu masyarakat adat 

untuk mempertahankan hak dan memberikan kepastian hukum atas 

kepemilikan lahan melalui pelaksanaan pendaftaran tanah (Prasetyo & Suranto, 

2021). 

Pendaftaran tanah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah 

berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Agraria, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum di sektor pertanahan. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan individu atau kelompok 

yang berhak atas tanah akan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat ini 

berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas berbagai jenis tanah, termasuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun, dan hak tanggungan. Setiap hak ini didokumentasikan dalam 

pendaftaran tanah yang sesuai, sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Yarsina, 2018). Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, penting untuk 

mengenali keberadaan hak-hak yang berasal dari hukum adat, seperti hak 

ulayat, yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hak atas 

tanah pada umumnya. 
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Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk 

menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah tersebut. 

Dalam perspektif ini, tanah adat atau hak ulayat, yang merupakan hak terbesar 

menurut hukum adat, mencerminkan hubungan erat yang terjalin antara 

masyarakat dengan sejarah dan lingkungan leluhur mereka (Arina Novizas 

Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019). Pemerintah Kabupaten Kapuas 

Hulu menerbitkan Hak Pengelolaan Tanah (HPL) dengan mengikuti standar 

hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. 

Memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum HPL diberikan merupakan 

landasan hukum yang memperkuat prosedur ini, sekaligus menunjukkan 

komitmen berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip inklusif dan pengakuan hak-

hak masyarakat adat dalam mengelola tanah adat (Safatullah, 2025). 

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat merujuk pada beberapa peraturan 

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak  Pengelolaan, 

Hak  Atas Tanah, Satuan  Rumah Susun, Dan  Pendaftaran Tanah dan Peraturan 

Manteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 

Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan 

Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan 

Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di 

Kabupaten Kapuas Hulu terkait Pengakukan dan Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

13 Tahun 2018. Proses tahapan kegiatan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah 

ulayat yaitu berupa Koordinasi, Sosialisasi, Pemasangan Tanda Batas, 

Pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, permohonan HPL Tanah 

Ulayat, dan Penerbitan Sertifikat HPL. 

Berdasarkan hasil dari inventarisasi dan identifikasi tanah adat di Indonesia, 

yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengaturan Tanah Komunal di bawah 

Kementerian ATR/BPN selama periode tahun 2021 - 2023 di 16 provinsi, hasil 
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inventarisasi menujukan perbedaan yang signifikan antar provinsi, Kalimantan 

Timur menunjukkan bagian terbesar sebesar 16,34%, diikuti oleh Aceh 

(7,36%), Sumatera Barat (8,38%), dan Riau (4,69%), sedangkan provinsi lain 

seperti Kalimantan Barat (0,05%) dan Sumatera Selatan (0,13%) mewakili 

angka yang sangat minim. Perbedaan ini menggambarkan adanya ketimpangan 

dalam pengakuan, pendataan, dan pengelolaan tanah adat di berbagai wilayah 

Indonesia, menggarisbawahi tantangan yang terlibat dalam menangani hak-hak 

tanah masyarakat adat dan perlunya meningkatkan kebijakan agraria yang adil 

dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.  

Dalam  pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat terdapat tantangan terkait 

implementasi suatu kebijakan yang seringkali belum berjalan secara optimal 

dalam praktik di lapangan, terutama terkait aspek administratif, teknis, dan 

sosial budaya dalam realitas masyarakat adat di daerah pedalaman seperti 

kabupaten Kapuas Hulu (Sigiro, 1978).  Hal ini menimbulkan kesenjangan 

antara peraturan terkait dengan praktik pengelolaan tanah secara adat, sehingga 

kebijakan pendaftaran tanah ulayat belum sepenuhnya mampu memberikan 

pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pendaftaran tanah ulayat tidak cukup dinilai dari keberhasilan administrasi 

semata, namun perlu dilihat dari dampak secara nyata terhadap perlindungan 

hak komunal, keberlanjutan wilayah adat, dan kesejahteraan masyarakat 

hukum adat. Sejalan dengan Undang - Undang Pokok Agraria Pasal 3 yang 

mengakui hak ulayat serta menuntut penyesuaian kebijakan dengan 

karakteristik sosial budaya masyarakat adat. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat menurut (Prihtin, 2017) 

peneliti Mengkaji terkait pelaksanaan pendaftaran hak ulayat di masyarakat 

hukum adat dalam penelitian ini menjelaskan bahwa UUPA dan peraturan 

pelaksanaannya cenderung mengatur pendaftaran tanah secara individual, 

sedangkan tanah ulayat itu bersifat komunal. Menurut (Meyke, 2023) peneliti 

membahas terkait hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

secara sporadik Hak Atas Tanah Ulayat. 
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Untuk menelusuri lebih dalam terkait pelaksanaan kebijakan yang 

diterapkan serta upaya untuk mewujudkan perlindungan hak masyarakat 

hukum adat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Maka dari itu kita perlu 

memahami bagaimana Dinamika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas 

Hulu.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik diakui sebagai 

salah satu kelompok adat yang progresif di Indonesia karena pengelolaan hutan 

adatnya dan telah memperoleh dukungan regulasi melalui kerangka kebijakan 

pendaftaran tanah adat dari pemerintah pusat hingga daerah. Namun realisasi 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya masih sangat rendah dikarenakan 

adanya kesenjangan mendasar antara kebijakan pendaftaran tanah yang 

cenderung individualistik dengan praktik komunal dalam kearifan lokal 

masyarakat hukum adat. Tantangan administrasi seperti kejelasan prosedur, 

keterbatasan fasilitas teknis, dan sosial budaya yang pada akhirnya 

menyebabkan proses pendaftaran tanah ulayat di Sungai Utik yang belum 

optimal dan melihat secara menyeluruh terhadap proses implementasi 

kebijakan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan 

merumuskan beberapa pertanyaan penelitian pokok untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada 

Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Desa Batu 

Lintang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku? 

2. Bagaimana dampak dan implikasi pendaftaran tanah ulayat terhadap 

perlindungan hak-hak tradisional dan keberlanjutan wilayah adat Dayak 

Iban Menua Sungai Utik? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Menjelaskan secara rinci dan sistematis tahapan-tahapan 

pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat 

dan pendalaman pengetahuan secara ilmiah terkait penerapan 

hukum agraria dan adat dalam konteks pendaftaran tanah ulayat, 

b. Mengetahui  dampak pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat terhadap 

masyarakat hukum adat, khususnya dalam  memperkuat pengakuan 

hak ulayat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Adapun Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara akademis, memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

agraria dan hukum adat, khususnya terkait pendaftaran tanah ulayat, 

yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. 

b. Secara praktis, memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi 

pemerintah daerah, lembaga pendaftaran tanah (Badan Pertanahan 

Nasional), dan masyarakat hukum adat untuk memperbaiki 

pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat agar lebih tepat guna dan 

berkeadilan, 

c. Secara sosial, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat adat 

tentang pentingnya perlindungan hak ulayat, serta meningkatkan 

harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam 

pengelolaan tanah ulayat demi keberlangsungan adat budaya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Masyarakat Hukum Adat Dayak 

Iban Menua Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan 

proses administrasi formal yang didukung oleh berbagai badan pemerintah 

yang berperan dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat. Sebelum 

dimulainya pendaftaran tanah ulayat, pengakuan masyarakat hukum adat 

diperoleh melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten 

Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. Hal ini berfungsi 

untuk secara resmi menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek 

hukum atas tanah leluhurnya yang telah diwariskan turun-temurun. Proses 

dan tahapan pendaftaran tanah ulayat diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomo18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 14 Tahun 

2024, setiap tahapannya menyoroti keterlibatan berbagai instansi termasuk 

Kementerian ATR/BPN,  pemerintah daerah, kantor pertanahan, pemerintah 

desa, dan masyarakat hukum adat. 

     Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat telah memicu 

tanggapan dari individu-individu yang mendukung hak-hak masyarakat 

adat, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Kapuas 

Hulu yang berpendapat bahwa HPL tidak sepenuhnya memberikan hak 

kepemilikan atas tanah, karena otoritas atas tanah tersebut hanya 

menunjukkan masyarakat sebagai pengelola. Selain itu, informasi yang 

saling bertentangan yang diberikan kepada masyarakat adat mengenai 

kewajiban pembayaran biaya setelah penerbitan sertipikat telah 

menimbulkan kebingungan dan berkurangnya rasa percaya di masyarakat 

hukum adat atas program yang telah dijalankan.  

     Proses pendaftaran tanah adat memiliki dampak terhadap 

keberlangsungan tanah tradisional kelompok Dayak Iban Menua di Sungai 
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Utik. Meskipun pendaftaran tanah adat memberikan jaminan kepastian 

hukum dan melindungi wilayah adat masyarakat hukum adat dari 

kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari, hal itu juga 

menunjukkan bahwa tanah memiliki makna yang lebih dari sekadar 

kepemilikan. Wilayah Tembawai yang telah didaftarkan memiliki arti 

penting secara budaya, sejarah, dan spiritual yang mendalam bagi 

masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat menyatakan kekhawatiran 

mengenai pemahaman mereka yang terbatas tentang hukum administrasi 

pertanahan dan implikasi hukum setelah sertipikat tanah ulayat tersebut 

diterbitkan. Maka dari itu, Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat ini 

memerlukan peningkatan melalui pendekatan yang lebih partisipatif 

terhadap masyarakat, transparan, dan menekankan prinsip-prinsip budaya 

masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Sehingga, tujuan mendasar dari 

pendaftaran tanah adat tidak hanya sebatas legalisasi hak administratif, 

namun harus benar-benar menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat 

dan perlindungan menyeluruh terhadap tanah ulayat dan keberlanjutan 

wilayah adat masyarakat hukum adat. 

B. Saran 

1. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan 

Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Kalimantan Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. 

Diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi 

yang dibagikan kepada masyarakat adat di setiap tahapan proses 

pendaftaran tanah adat. Komunikasi tidak hanya harus dilakukan di 

awal, tetapi juga secara berkelanjutan bahkan setelah sertipikat 

diberikan. Informasi tersebut harus secara jelas dan merinci berbagai 

hak yang diberikan, tanggung jawab dan kewajiban kelompok 

masyarakat adat, kewajiban administratif yang mungkin ada seperti 

perpajakan atau biaya lain, dan implikasi hukum yang terkait dengan 

pendaftaran tanah ulayat. Hal ini penting untuk mencegah salah tafsir, 
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kebingungan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat. 

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 

Diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyelidikan yang lebih 

menyeluruh terhadap perubahan setelah pemberian Hak Pengelolaan 

(HPL) terkait tanah milik masyarakat adat. Tindakan pemberian HPL 

seharusnya tidak hanya dilihat sebagai langkah menuju legalisasi tata 

kelola tanah, tetapi juga harus berfokus pada perlindungan hak-hak 

tradisional masyarakat adat, yang bersifat komunal dan diwariskan 

secara turun-temurun. Pemerintah harus mendorong jalur diskusi 

dengan masyarakat adat, pemimpin adat, dan pengurus daerah seperti 

AMAN, untuk mempertimbangkan kategori hak yang paling tepat untuk 

tanah adat, guna menghindari persepsi bahwa negara memiliki otoritas 

yang lebih besar atas masyarakat adat dalam mengelola tanah leluhur 

mereka. 

3. Untuk Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik 

Diharapkan dapat menjaga solidaritas bersama dengan melindungi 

tanah ulayat sebagai ruang komunal yang memiliki makna sejarah, 

budaya, spiritual, dan kelestarian lingkungan alam. Tanah ulayat 

dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai aspek 

mendasar dari identitas dan tempat tinggal bagi penduduk asli, yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Ada harapan bahwa pengetahuan 

mengenai peraturan dan pengelolaan tanah akan ditingkatkan melalui 

kegiatan pendampingan, pelatihan pendidikan, dan kerja sama dengan 

badan-badan pemerintah dan pengurus daerah yang mewakili 

masyarakat adat. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah risiko 

masyarakat hukum adat mengalami kerugian karena kurangnya 

pemahaman tentang peraturan administrasi tanah saat ini. Dengan 

memperoleh pengetahuan yang tepat, masyarakat hukum adat akan 

menunjukkan tekad yang lebih besar dalam membela hak-hak mereka 
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dan siap untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang akan 

terjadi di masa depan. 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan akan dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai 

perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di berbagai wilayah di 

Indonesia. Studi selanjutnya juga harus meneliti konsekuensi sosial, 

ekonomi, budaya, dan lingkungan dari pendaftaran tanah adat. Selain 

itu, penting untuk melakukan studi yang mengidentifikasi jenis hak atas 

tanah yang paling sesuai untuk kelompok masyarakat adat, memastikan 

bahwa pengakuan resmi atas tanah adat tidak hanya sekadar prosedur 

administratif namun dapat memberikan perlindungan nyata bagi 

keberlanjutan wilayah tradisional dan hak-hak adat yang dipegang oleh 

masyarakat adat. 
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